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ABSTRAK 
 

ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS 

PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH 

 
( Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ) 

 
 
 

Vincentia Putri Kusumastuti 
052114094 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta  

2010 
 

 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Seberapa besar kontribusi 
yang diberikan PAD terhadap Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) 
Untuk mengetahui berapa besar efisiensi dan efektivitas PAD selama tahun 
anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. 
Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efisiensi, 
dan analisis efektivitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi yang diberikan dari 
PAD mempunyai rata-rata sebesar 53,13% selama lima tahun anggaran yang 
diteliti, (2) efisiensi PAD tahun 2004 sebesar 4,74%, tahun 2005 sebesar 4,90%, 
tahun 2006 sebesar 4,64%, tahun 2007 sebesar 4,72% dan tahun 2008 sebesar 
4,52%, efektivitas PAD tahun 2004 sebesar 114,52%, tahun 2005 sebesar 
107,49%, tahun 2006 sebesar 118,45%, tahun 2007 sebesar 114,17% dan tahun 
2008 sebesar 115,51%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa efisiensi dan 
efektivitas PAD selama 5 tahun anggaran yakni tahun 2004 sampai tahun 2008 
semua sudah tergolong efisen dan efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

ABSTRACT 
 

AN ANALYSIS OF CONTRIBUTION, EFFICIENCY,  
AND EFFECTIVENESS 

OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE TOWARD REGIONAL 
REVENUE 

 
( A Cace Study in Daerah Istimewa Yogyakarta ProvinceGovernment ) 

 
 
 

Vincentia Putri Kusumastuti 
NIM : 052114094 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta 

2010 
 
 

 The purposes of the study were to find out: (1) the amount of contribution 
is given by regional original income of Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) to figure 
out how much was the efficiency, and effectiveness of regional original income 
during fiscal years of 2004 to 2008. The research was a case study. The data 
collecting techniques used were interview and documentation. The data analysis 
techniques used were contribution analysis, efficiency analysis, and effectiveness 
analysis. 
 The result showed that: (1) the contribution given by regional original 
income on the average was 52,13% during fiscal years from 2004 till 2008, (2) the 
efficiency of regional original income in 2004 was 4,74%, 4,90% in 2005, 4,64% 
in 2006, 4,72% in 2007 and 4,52% in 2008, the effectiveness of regional original 
income in 2004 was 114,52%, 107,49% in 2005, 118,45% in 2006, 114,17% in 
2007 and 115,51% in 2008. Therefore, it could be seen that the efficiency and 
effectiveness of regional original income during fiscal years from 2004 till 2008 
had been classified to be effective and efficient. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah 

dihadapkan pada sebuah tantangan baru yaitu pemenuhan sendiri kebutuhan 

pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hal ini telah 

diatur dengan Ketetapan UU No. 22 tahun 1999 (Tentang Pemerintah Daerah) 

dan UU No. 25 Tahun 1999 (Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah) serta selanjutnya dipertajam dengan Peraturan 

Pemerintah No. 25 tahun 2000 (Tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom). Pemerintah Kabupaten/Kota 

mempunyai batas kewenangan yang cukup luas untuk menentukan sumber-

sumber pendapatannya. 

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat 

memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah guna 

melayani masyarakat, sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan 

perekonomian nasional. 

Dengan adanya otonomi daerah, dapat memberikan keleluasaan 

kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai 
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dengan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki. Untuk meningkatkan 

kemampuan pengelolaan pembangunan diperlukan kerjasama dari seluruh 

aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah 

tersebut. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam 

pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam 

membiayai kegiatan  operasional rumah tangganya. 

Dalam sistem Negara Kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah 

merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian, antara 

keuangan Negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang 

sangat erat yang juga mencakup pelaksanaan pembangunan nasional dan 

daerah. 

Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, serasi, serta 

diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar 

sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan itu perlu terus 

ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun, antara lain dengan 

meningkatkan dana secara wajar dan tertib termasuk sumber-sumber 

keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah 

yang mempunyai proporsi yang besar disamping bagi hasil pajak dan non 

pajak, penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. PAD 

merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah 

daerah di bidang keuangan. Dengan PAD yang semakin meningkat 
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diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan 

kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di 

daerahnya. Semakin besar PAD pada suatu daerah dibandingkan dengan 

bantuan dan pinjaman yang diterimanya, berarti semakin mandiri daerah 

tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri. 

Selain itu, untuk lebih memaksimalkan PAD juga dituntut peran aktif dari 

instansi / dinas / unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber 

PAD tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu modal 

dasar dari penerimaan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga daerah. 

Karena komponen Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan 

sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah..                                                                 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan 

Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

2. Bagaimana efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan 

Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004-2008? 
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3. Bagaimana efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004-

2008? 

 

C. Tujuan Penelitian                      

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap 

pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap 

pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004 sampai tahun 

2008. 

3. Untuk mengetahui efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004 sampai 

tahun 2008.   

   

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

agar Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengetahui 

sejauhmana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah 

sehingga pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah tersebut.  

2. Bagi penulis 
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Untuk mengetahui sejauh mana penulis mampu menyerap teori-teori yang 

didapat selama kuliah dan diterapkan dalam praktek. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini  diharapkan mampu memberikan informasi untuk 

penelitian berikutnya dan sebagai tambahan referensi untuk perpustakaan 

Universitas Sanata Dharma. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung 

permasalahan dan pembahasan yang digunakan dalam 

melakukan penelitian yang akan dijalankan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini mengemukakan jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data-data yang 

dicari selama penelitian, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 
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Pada bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai 

gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis data 

serta pembahasan. 

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

dan saran yang dibuat oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Otonomi Daerah 

Undang-undang no.22 tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi 

UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah salah satu 

landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengembangan otonomi 

pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan 

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang 

dimiliki oleh daerah. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota 

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. 

Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan 

pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, 

serta perimbangan pusat dan daerah. 

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja merupakan 

intsrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument 

kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan kapabilitas dan efektivitas keuangan daerah. Anggaran 

7 



8 
 

daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan 

pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan. 

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah diwujudkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) hal ini selaras  

dengan PP RI No 105/2000 tentang pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, yaitu pasal 5 yang menyatakan 

bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 

tahun ajaran tertentu. Oleh karena itu anggaran menjadi sesuatu yang 

sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

  2.  Keuangan Daerah 

Salah satu masalah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah adalah ketidakcukupan dana yang berasal dari 

daerah itu sendiri sehingga proses otonomi tidak dapat berjalan lancar, 

sebab keuangan daerah khususnya sumber-sumber PAD merupakan salah 

satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan 

penyelenggaraan daerah. 

Lingkup keuangan daerah meliputi : 

a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah 

daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang tanggung jawab baik 

dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. 
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b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan 

barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, tetapi diselenggarakan oleh 

perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah. 

Asas-asas keuangan daerah : 

a. Desentralisasi 

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Dekonsentrasi 

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai 

wakil Pemerintah. 

c. Tugas Pembantuan 

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau 

sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang 

menugaskan. 

 

3. Penerimaan Daerah 

Dalam usaha penyelenggara pemerintah daerah, diperlukan sumber 

penerimaan rutin guna mendukung kelancaran pembangunan daerah. 

Penerimaan daerah mempunyai peranan dalam membiayai pengeluaran 

daerah, baik itu pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan.   
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Salah satu dampak otonomi daerah adalah perlu dilakukannya 

reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan 

daerah yang perlu di reformasi meliputi manajemen penerimaan daerah 

dan manajemen pengeluaran daerah. 

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 yang sekarang sudah 

diperbaharui menjadi UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah 

merupakan uang yang masuk ke kas daerah dan sumber-sumber 

penerimaan daerah, terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah  

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU no.33 tahun 

2004: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pegelolaan kekayaan yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah                                                                                

b. Dana Perimbangan 

Adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Munir.2003:39) 
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Dana Perimbangan terdiri dari : 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

3. Dana Alokasi Khusus(DAK) 

c. Pinjaman daerah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) PP No. 107 tahun 2000 

adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari 

pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga 

daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak 

termasuk jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 

Menurut Pasal 51 UU no.33 tahun 2004, pinjaman daerah bersumber 

dari: 

1. Pemerintah 

2. Pemerintah Daerah lain 

3. Lembaga Keuangan Bank 

4. Masyarakat 

d. Lain-lain Penerimaan yang sah 

Pendapatan daerah yang lain dan sah berasal dari sumber-sumber 

antara lain, hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro, dan 

penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah, atas dasar 

kesukarelaan dengan persetujuan pihak DPRD                                             
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4. Pendapatan  Asli Daerah ( PAD ) 

 Menurut UU No.33 tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah “Hak 

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun bersangkutan”. Dan makna dari Pendapatan Asli 

Daerah itu sendiri menurut UU No.33 tahun 2004 adalah “Pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

Pendapatan asli daerah sangat diharapkan dapat sebagai penyangga 

utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak 

kegiatan daerah yang dibiayai oleh PAD, berarti semakin tinggi kualitas 

otonomi PAD yang potensial berada di daerah tersebut. Sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah : 

a. Pajak Daerah (Local Tax) 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum. Pajak daerah dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu 

pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak 

negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada 

daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti 

orang atau badan. 

 Dasar Hukum 

Dasar hukum tentang pajak daerah adalah undang-undang Republik 

Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU RI No. 18 
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tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah, dan 

penerimaan pendapatan lain-lain, UU RI Nomor 25 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

b. Retribusi Daerah (Local Retribution) 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran antar 

jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/badan. 

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah, yaitu: 

1. Adanya pelayanan langsung yang sebagai imbalan pungutan yang 

dikenakan. 

2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan. 

3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan 

untuk pelayanan yang diberikan. 

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh 

masyarakat. Dilihat dari objeknya retribusi daerah masih dapat 

dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, selama jasa 

pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar nyata, tidak dibuat-

dibuat dan dibutuhkan oleh masyarakat.  

 Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi dipungut oleh daerah 

Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan 

daerah yang langsung dapat ditunjuk. 
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2. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa 

yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan  

Antara lain terdiri dari: bagian laba, deviden, dan penjualan saham 

milik daerah. 

d. Lain-lain PAD yang sah (Other Receipts) 

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan 

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, 

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang/jasa oleh daerah. Penerimaan daerah dari sektor 

ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan 

penerimaan dari dinas-dinas 

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah 

dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan menetapkan Peraturan 

Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, 

lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor. 

 

5. Efektivitas dan Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua macam kinerja yang 

digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab 
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tertentu. Efisien dan efektif biasanya lebih relatif atau komparatif dan 

bukan bersifat absolut, dalam arti bahwa efisien biasanya dibandingkan 

dengan suatu ukuran tertentu.   

a. Efektivitas 

Adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab 

dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford, 

1993: 203). Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif 

pula unit tersebut. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau 

kegagalan dalam pencapaian tujuan, ukuran efektivitas merupakan 

refleksi output (Bastian, 2006: 78). 

Unit-unit kerja dalam suatu organisasi selain efisien juga 

harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi 

dan tidak dapat dipilih-pilih. Pusat pertanggungjawaban yang efektif 

adalah unit kerja yang mampu menggunakan sedikit mungkin bahan 

masukan atau sumber daya untuk mencapai suatu tingkat keluaran 

atau hasil tertentu. Akan tetapi, seandainya tingkat keluaran dari unit 

kerja tidak mencukupi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sebagai kontribusi dari unit kerjanya maka dikatakan bahwa unit 

kerja tersebut tidak atau kurang efektif. 

b. Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 
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pendapatan yang diterima (Halim, 2002:134). Kinerja Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pemungutan 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 5% 

(Peraturan Daerah Provinsi DIY No.8 Tahun 2005 Bab XXI Pasal 

32).  

 Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika pusat 

pertanggungjawaban tersebut: 

1. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan lebih kecil untuk 

menghasilkan keluaran yang sama. 

2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk 

menghasilkan keluaran yang lebih besar. 

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran 

efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara 

kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang 

telah ditetapkan. Pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu 

yang dapat menggambarkan berapa biaya yang diperlukan untuk 

menghasilkan sejumlah keluaran tertentu. 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan 

pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang 

dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, 

berarti tingkat efisiensi pemerintah semakin baik. Untuk itu 

pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan 
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yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan 

pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu 

dilakukan karena meskipun Pemerintah Daerah berhasil 

merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, 

namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya 

yang dikeluarkan untuk merealisasikan terget penerimaan 

pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang 

diterimanya.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian mengenai 

objek tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan 

pengumpulan datanya berdasarkan objek penelitian, sehingga hasil penelitian 

hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan kesimpulannya tidak dapat 

digeneralisasikan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2009. 

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Istimewa 

Yogyakarta.   

2. Obyek Penelitian 

Obyek yang diteliti adalah data Pendapatan Asli Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang berasal dari tahun anggaran 2004 sampai tahun 2008. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara 

langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang 

bersangkutan yaitu pegawai bagian keuangan.   

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dengan 

memanfaatkan catatan-catatan atau dokumen yang ada di Dinas 

Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan  

Pendapatan Asli Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang dimaksud pendapatan daerah disini yakni hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun bersangkutan. 

Digunakan rumus : 

Kontribusi PAD = %100
Daerah Pendapatan
PAD Realisasi

×  

 

Untuk mengetahui apakah penerimaan dari PAD sudah efektif dan 

efisien digunakan rumus : 

a. Efektivitas Pendapatan Asli daerah 
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Efektivitas =    %100
PADTarget 

PAD Penerimaan Realisasi
×  

 

Yang dimaksud dengan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

disini adalah kenyataan yang terjadi dari anggaran yang sudah 

direncanakan. 

Efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan 

antara hasil pengutan PAD dan potensi hasil PAD. Selain itu juga untuk 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Untuk menentukan efektif tidaknya hasil PAD, digunakan asumsi sebagai 

berikut : 

(1) Apabila Kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin   

besar (>100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 

PAD) maka dapat dikatakan pungutan PAD semakin efektif. 

(2) Apabila Kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin 

kecil (<100%) terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 

PAD) maka dapat dikatakan pungutan PAD kurang efektif. 

b. Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

 Efisiensi biaya pemungutan PAD dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: (Halim, 2002:134) 
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Efisiensi =    %100
PADRealisasi

PAD Pemungutan Biaya
×  

Yang dimaksud dengan Biaya Pemungutan disini adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 
Efisiensi (daya guna) digunakan juga untuk mengukur bagian dari PAD 

yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan PAD. Selain itu juga 

untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan 

yang diterima. 

Untuk menentukan efisien tidaknya pemungutan PAD, digunakan tolak 

ukur efisiensi dengan membandingkan angka rasio yang diperoleh 

dengan standar rasio pemungutan PAD sebesar 5% dari realisasi.                                          

Cara pengukurannya : 

(1) Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio sebesar 

5% (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 

Tahun 2005 Bab XXI Pasal 32) dari   realisasi, maka dapat dikatakan 

biaya pemungutan PAD efisien. 

(2) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5% 

(Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 

Tahun 2005 Bab XXI Pasal 32)  dari relisasi, maka dapat dikatakan 

bahwa pemungutan PAD kurang efisien. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A.  Sejarah Umum Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah 

salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Propinsi 

ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa 

Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai 

Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, 

baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.  

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) 

adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-

1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti 

Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta 

Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain 

mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit 

Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, 

Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa). 

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi 

pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya 

terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul 

dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda  
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disebut Zelfbesturende Landschappen. Di jaman kemerdekaan disebut dengan 

nama Daerah Swapraja.   

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh 

Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. 

Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran 

Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II ) kemudian bergelar 

Adipati Paku Alam I.  

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia 

Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua 

itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan 

tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman 

dalam Staatsblaad 1941 No. 577.  

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono 

IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan 

bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi 

bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu 

mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan 

Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan 

Wakil  Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah : 

a. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam 

VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.  
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b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam 

VIII tertanggal 5 September 1945 ( yang dibuat sendiri-sendiri secara 

terpisah)  

c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII 

tertanggal 30 Oktober 1945 ( yang dibuat bersama dalam satu naskah ).  

Dari  4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi 

Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan 

mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara 

Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin  

bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai 

kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang 

setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, 

sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik 

Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati 

perjuangan Yogyakarta.   

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku 

Buwono X dan  Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya 

memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai 

budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat 

Yogyakarta.  

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan 

Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan 

sebagai Daerah Istimewa  untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan 
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mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya 

yang sepatutnya dihormati.  

 Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “ pembagian 

Daerah Indonesia atas daerah besar  dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan 

mengingat  dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan 

hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.  

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta 

dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud 

pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah 

Pakualaman.   

 Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta 

kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti 

sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.  

 Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran 

Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman 

kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, 

baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten 

Pakualaman.   

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan 

peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan 
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tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan 

dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang 

banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas 

kejayaan Kerajaan Mataram.   

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini 

dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai 

pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di 

Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di 

Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur 

Indonesia.   

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi 

propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan 

wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata 

dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata 

budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.  

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta 

merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan 

DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai 

Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik 

sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.  
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B.  Visi dan Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

DASAR FILOSOFI PEMBANGUNAN DAERAH  

Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur 

untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta 

berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. 

Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini 

masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya 

daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuhan 

dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (Intern) maupun ke luar (Extern). 

Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan 

sebagai sarana untuk Hamemayu Hayuning Bawana. Ini berarti bahwa 

Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, 

titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan 

bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke 

dalam maupun ke luar. 

Perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat telah diupayakan dan 

dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diteruskan oleh 

pengganti beliau, tetap dengan semangat Hamemayu Hayuning Bawana, yang 

artinya Kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan 

dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada 

memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud inipun mencakup seluruh 

peri kehidupan dalam sekala kecil, yaitu Keluarga ataupun masyarakat dan 
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lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan Dharma Bhakti untuk 

kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. 

VISI PEMBANGUNAN DAERAH 

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi diatas, maka visi pembangunan 

daerah adalah sebagai berikut : 

Terwujudnya pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada 

kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat 

pendidikan, budaya dan Daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkung-an 

masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai 

kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan 

mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan. 

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi 

tersebut, antara lain : 

a. Terbentuk citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah 

pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, 

berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral 

masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang cukup 

bagi masyarakat secara adil dan merata . 

c. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, 

sehingga sumber daya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam 

lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan 
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global. 

d. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas 

dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta 

sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan 

hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya . 

e. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi 

Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan . 

f. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, effisien dan transparan 

didalam suasana kehidupan yang aman dan tentram dalam kerangka 

otonomi daerah. 

MISI PEMBANGUNAN DAERAH  

Berdasarkan visi pembangunan serta kondisi daerah yang diharapkan 

akan terbentuk secara bertahap tersebut diatas, maka ditetapkan misi pem-

bangunan daerah, sebagai berikut : 

A. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan 

Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi . 

B. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan 

Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat seba-

gai Pusat Budaya, dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan me-

nyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya 

Daerah . 

C. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang 
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maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, professional, trans-

paran dan akuntabel, menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, 

demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

D. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan 

yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar Wilayah dan antar sektor 

yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif 

peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan social 

budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

E. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata 

MICE (Meeting Incentive, Conference and exibition) utama di Indonesia 

dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata 

kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi 

di Pulau Jawa . 

F. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah pengembangan 

Industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern 

yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni 

daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan 

permintaan pasar global. 

Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah 

pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, 
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perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh 

berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka 

memenuhi tuntutan pasar local, regional dan global dengan produk 

Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.  

 

C. Investasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Provinsi D.I. Yogyakarta terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan 

luas wilayah 3.185,80 Km². Bagian selatan wilayah provinsi ini berbatasan 

dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian utara, timur dan barat 

berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, provinsi ini 

terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu kota yaitu kabupaten Kulonprogo, 

Bantul, Gunungkidul, Sleman dan kota Yogyakarta. Pada tahun 2005, di 

Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.281.800 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,88% dan kepadatan penduduk sebesar 

1.030 jiwa per Km². 

Pada tahun 2005, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Yogyakarta mencapai angka Rp 16,94 triliun. Dari angka tersebut, kontribusi 

terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 3,46 

triliun atau sekitar 20,4% dari total PDRB, disusul dengan sektor pertanian 

sebesar Rp. 3,19 triliun atau sekitar 18,9% dan sektor jasa-jasa sebesar Rp 

2,85 triliun atau sekitar 16,8%, sebagaimana grafik disamping. 

Pada tahun 2005, tercatat beberapa komoditi unggulan yang 

dihasilkan di provinsi ini. Untuk tanaman pangan yaitu padi sawah, padi 
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ladang, padi ladang, jagung kacang tanah dan kacang kedelai. Tanaman 

perkebunan yang potensial di provinsi ini adalah kelapa dan tebu. 

Untuk kegiatan ekspor, pada tahun 2005 provinsi ini mampu mencapai 

nilai ekspor sebesar US$ 107,6 miliar, dengan kontribusi terbesar 

disumbangkan oleh ekspor pakaian jadi sebesar US$ 45,1 miliar disusul oleh 

ekspor meubel kayu sebesar US$ 42,6 miliar, kemudian disusul ekspor sarung 

tangan kulit, kulit yang disamak dan yang terakhir adalah ekspor lampu. 

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, DI Yogyakarta 

memiliki 2 (dua) kawasan industri yaitu Kawasan Salamrejo yang terletak di 

Kabupaten Sleman dan Kawasan Piyungan di Kabupaten Bantul. Untuk moda 

udara, provinsi ini telah memiliki bandar udara yaitu Bandar Udara 

Adisutjipto yang berlokasi di Kota Yogyakarta. 

Potensi sumberdaya alam bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, 

kelautan dan perikanan. Lahan sawah irigasi teknis sebesar 18.506 ha 

(138,27%), dan non irigasi teknis sebesar 29,848 ha 61,72%). Luas  lahan 

palawija, hortikultura, dan sayur sayuran sebagian besar ditanami jagung dan 

kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu, dengan perincian jagung seluas 79,704 

ha, kedelai 34.292 ha, kacang tanah 67.759 ha, dan ubi kayu 58,735 ha, 

sedangkan sisanya berupa kacang hijau, ubi jalar, dan sayur sayuran. 

Adapun jumlah produksi palawija, hortikultura dan sayur sayuran 

adalah jagung sebanyak 219.758 ton, padi 715,684 ton, kedelai 402 ton, 

kacang tanah 66.697 ton, kacang hijau 550 ton, ubi kayu 978,494, Ubi jalar 

6.777 ton, sayuran 67.703 ton, dan buah buahan 197.204 ton. Menurut jenis 
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komoditas kehutanan yang dikembangkan berupa produk kayu dan non kayu. 

Luas kawasan hutan seluas 74.992,97 ha (23,54% dari luas wilayah), dengan 

perincian hutan Negara 18.044,97 ha (5,66%), hutan rakyat 54,948 ha 

(17,88%). Sementara itu, produksi kayu terdiri dari jati 111.930,393 m³, 

mahoni 16.490,574 m³, sono keling 8.412,866 m³, akasia 3.292,287 m³ dan 

rimba campur 2.787,235 m³, maka dihasilkan kayu bulat sebanyak 

8.022.009,30 m³. Potensi dan pemanfaatan bidang kelautan dan perikanan 

terdiri dari perairan umum sebesar 3.133,5 ha (tingkat pemanfaatan 5,20 ha), 

rambak 650 ha tingkat pemanfaatan 58 ha), sawah tambak 240 ha belum 

dimanfaatkan), kolam 4.630,2 ha (tingkat pemanfaatan 915 ha), dan Mina 

Padi 10.265,6 ha (tingkat pemanfaatan 1,233 ha). Di samping itu, potensi dan 

tingkat pemanfaatan sumber daya alam khususnya perikanan di Selatan Jawa, 

terdiri dari puluhan ton/tahun tingkat pemanfaatan 45%, mencapai 25.000 

ton/tahun tingkat pemanfaatan 18.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 44%, 

tenggiri 10.000 ton/tahun tingkat pemanfaatannya 11%, dan pelagis kecil 

431.000 ton/tahun. 

Potensi peternakan di antaranya populasi ternak sapi potong 249.480 

ekor, sapi perah dengan produksi 8.623 ekor dengan jumlah produksi 

8,900.215 liter/tahun, ternak kecil, dan unggas. Dari  seluruh jenis peternakan 

tersebut, ternak unggas cukup besar, yaitu ayam buras 4.604.824 ekor/tahun, 

ayam petelur 2 494.008 ekor/tahun, dan ayam pedaging 22.020,306 ekor. 

Di bidang perkebunan, terdapat banyak potensi di antaranya teh, kopi, 

tembakau, kakao, lada, kelapa, vanili, dan tebu. Dari jenis tanaman 
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perkebunan, areal tanaman kelapa mempunyai areal yang cukup besar, yaitu 

44,119,59 ha. 

Di bidang pertambangan dan energi, terdapat 28 jenis bahan galian, 

naik dari golongan B maupun golongan C yang mendominasi adalah batu 

kapur putih memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 621.073,6 ton, 

serta beberapa jenis tambang lainnya, seperti andesit (44,097,2 ton), bentonit/ 

abu bumi (1.699,16 ton), dan kaolin/feldstar (1.225 ton). 

 

D.  Potensi Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

1.  Fisiografi 

a.    Gunung Api Merapi dan lereng gunung api, terletak di bagian utara 

DIY pada ketinggian ± 500 m hingga  ± 2.911 m, dengan susunan 

material dari endapan aktivitas Gunung Api Merapi.  

b.    Dataran Aluvial, terletak di bagian tengah membentang ke selatan 

DIY hingga Samudra Indonesia. Wilayah ini mempunyai topografi 

datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk 

permukiman dan pertanian.  

c.    Pegunungan Kulon Progo yang terletak di bagian barat DIY dengan 

batas bagian timur adalah lembah progo dan bagian selatan dibatasi 

oleh dataran aluvial pantai. Wilayah ini mempunyai lereng curam-

hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi 

dan perlu tindakan konservasi tanah.  

d.    Dataran Tinggi Gunungkidul, yang meliputi bagian tenggara DIY. 
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Bagian utara daerah ini dibatasi oleh pegunungan Batur Agung 

dengan garis yang terjal dan memanjang. Bagian tengah merupakan 

ledok Wonosari dengan topografi datar bergelombang dan pada 

bagian selatan merupakan perbukitan karst yang disebut Gunung 

Sewu. Lereng perbukitan karst tersebut curam dan merupakan lahan 

kritis.  

2.  Bentang Lahan dan Bahaya Alami  

Secara geomorfologis, Propinsi DIY terdiri dari 6 kelompok 

satuan bentuk lahan utama, yaitu bentuk marin dan eolin, fluvial, 

struktural-denudasional, solusional, vulkanik, dan denudasional.  

Jenis bahaya alami dan sebarannya secara keruangan di DIY 

adalah: 

a.    Daerah gunung api aktif pada kerucut gunung api Merapi yang 

ditandai adanya akumulasi langsung dari material hasil aktifitas 

gunung api secara periodik.  

b.    Daerah bahaya gunung api utama: pada wilayah di bawah kerucut 

gunung api yaitu pada lereng gunung api dan lembah.  

c.    Daerah bahaya gunung api pertama: pada lereng gunung api dan 

sebagian lereng gunung api.  

d.    Daerah bahaya gunung api kedua: pada sepanjang sungai utama 

sebagai media aliran lahar yang melintasi lereng kaki gunung api 

hingga dataran gunung api seperti Sungai Code dan Sungai Opak.  

e.    Daerah longsor lahan dan erosi linier: pada sebagian besar 
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pegunungan jalur Batur Agung dan Pegunungan Kulon Progo.  

f.     Daerah erosi berat: pada pegunungan kapur (Gunung Sewu) di zone 

selatan.  

g.    Daerah erosi sedang: pada daerah perbukitan monoklinal (pada 

formasi Sentolo) yaitu di bagian tengah DIY.  

h.    Daerah erosi ringan: pada ledok Wonosari dan daerah dataran aluvial 

karst pada zone selatan di daerah Gunungkidul.  

i.     Daerah erosi angin dan beragam: pada sepanjang gumuk pasir pantai 

selatan.  

j.     Daerah banjir: pada sepanjang dataran rendah bagian selatan dari 

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.  

k.    Daerah tanpa atau sedikit bahaya alami: pada dataran aluvial, 

dataran aluvial gunung api, lereng kaki gunung api.   

3.   Sumberdaya Air 

a.   Curah Hujan 

Persebaran curah hujan di DIY relatif tidak merata besarnya.  

Tabel 4.1 

No. Wilayah Curah Hujan  

(mm/tahun) 

1 Kabupaten Sleman 2500 – 3000 

2 Kabupaten Kulon Progo 1750- 2500 

3 Kabupaten Bantul < 1750 

4 Kabupaten Gunungkidul < 1750 
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b. Air Sungai/Aliran Permukaan 

Secara umum, sungai-sungai yang berasal dari gunung Merapi 

mempunyai debit yang relatif sinambung sepanjang tahun 

dibanding sungai-sungai di daerah Gunungkidul dan Kulon 

Progo. 

c. Air Tanah 

Berdasarkan kondisi akifernya, ketersediaan air tanah dari 

yang terbaik hingga terburuk di DIY secara berututan adalah: 

1) Kabupaten Sleman; 2) Kabupaten Bantul; 3) Kabupaten 

Kulon Progo; dan 4) Kabupaten Gunungkidul.  

Kondisi akifer terbaik di Kabupaten Sleman didukung oleh 

struktur geologi yang bersifat porus dan curah hujan yang 

tinggi. Namun demikian beberapa daerah bagian utara Sleman, 

yaitu Cangkringan dan Turi tidak mempunyai akifer yang baik. 

Hal ini disebabkan oleh tebalnya material yang belum padu 

dan lembah-lembah yang dalam.  

Di wilayah Kabupaten Sleman juga banyak dijumpai mata air; 

keberadaan mata air pada umumnya mengikuti batas satuan 

geomorfologi. Di daerah ini terdapat paling tidak 4 jalur mata air yaitu 

jalur mata air Bebeng, Sleman-Cangkringan, Ngaglik, dan mata air 

Yogyakarta. 

Di wilayah Kabupaten Bantul, secara geomorfologis terdiri dari 

bentuk lahan dataran aluvial gunung api (gunung api muda), perbukitan 
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struktural terisolasi yang terdiri atas batu napal, endapan (eolin dan 

marin), dan pegunungan denudasional terdiri atas batuan breksi/tufa. 

Wilayah rawan air tanah terdapat di Kabupaten Bantul bagian timur. 

Terdapat beberapa tempat yang kualitas air tanahnya kurang baik yaitu di 

wilayah beting pantai dan dataran aluvial pantai. 

Wilayah Kabupaten Kulon Progo, ditinjau dari aspek geologi 

merupakan wilayah yang terdiri dari bahan terobosan andesit, andesit tua, 

formasi Nanggulan, formasi Jonggrangan, formasi Sentolo, dan formasi 

endapan aluvial serta koluvium. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo 

terdapat mintakat air tanah non-akifer dan akifer. Untuk air tanah non 

akifer, penyebarannya mencakup wilayah pegunungan yang merupakan 

bahan terobosan andesit, andesit tua formasi Bemmelen dan formasi 

Jonggrangan. Namun demikian di daerah ini dijumpai akifer lokal yang 

sempit. Sementara mintakat akifer didapatkan pada daerah gumuk pasir, 

bentuk lahan fluvial, lahan koluvial, dan pada formasi Sentolo. 

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari air non-akifer 

pegunungan Gamping dan non akifer vulkanik tua, dan akifer pada 

lembah Oya dan Ledok Wonosari. Non-akifer di pegunungan gamping 

mempunyai air tanah yang sulit untuk dilacak. Sementara di wilayah 

Ledok Wonosari dijumpai akifer dengan permeabilitas rendah sampai 

sedang. Di Kabupaten Gunungkidul banyak dijumpai mata air yang 

terdapat di wilayah selatan (pegunungan Gamping) muncul pada 

ketinggian (elevasi) yang lebih rendah dari daerah permukiman, sehingga 
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sulit untuk memanfaatkannya.  

4.  Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang  

Secara garis besar struktur ruang terutama dibentuk oleh adanya 

prasarana wilayah dan sistem permukiman. Sistem prasarana transportasi 

di DIY terdiri dari sistem transportasi darat (jalan dan kereta api), sistem 

transportasi udara dan transportasi laut walaupun hanya terbatas pada 

pelabuhan pangkalan pendaratan ikan dengan skala terbatas.  

Pada sistem transportasi jalan, di DIY terdapat jalan arteri primer 

yang terdiri dari jalan lingkar serta jalan-jalan yang menghubungkan 

Yogyakarta-Cilacap melalui Wates, Yogyakarta-Surakarta melalui 

Prambanan, dan Yogyakarta-Semarang melalui Tempel. Di samping itu 

untuk jalan-jalan dengan fungsi kolektor primer antara lain jalan-jalan 

yang menghubungkan Yogyakarta-Pakem melalui Depok, Ngaglik. 

Yogyakarta-Kalibawang melalui Godean, Yogyakarta-Wates melalui 

Bantul, Srandakan, Yogyakarta-Parangtritis melalui Pundong. 

Yogyakarta-Rongkop melalui Banguntapan, Piyungan, Patuk, Wonosari. 

Semanu-Sukoharjo melalui Karangmojo, Semin. Prambanan-Tempel 

melalui Cangkringan, Pakem, Turi.   

Dalam sistem transportasi kereta api di DIY terdapat stasiun 

Yogyakarta yang dapat menghubungkan langsung ke stasiun Jakarta-

Merak, dan Surabaya-Banyuwangi. 

Untuk Sistem transportasi udara, di DIY terdapat bandar udara 

Adisutjipto sebagai bandara komersial skala pelayanan nasional dan 



40 
 

internasional terbatas. 

 Pertumbuhan kota-kota di DIY pada saat ini terdiri dari satu 

perkotaan Yogyakarta yang secara administratif terletak pada Kota 

Yogyakarta, sebagian wilayah Sleman dan Bantul, serta 4 kota kabupaten 

dan kota-kota kecamatan. Sampai dengan saat ini perkotaan Yogyakarta 

tidak saja berkembang ke arah utara-timur, namun juga mengarah ke 

selatan dan barat. Dilihat dari jumlah penduduknya, lebih sepertiga 

penduduk DIY berada di perkotaan Yogyakarta, dengan demikian 

perkotaan Yogyakarta telah mengalami proses primasi yang dalam hal ini 

proporsi jumlah penduduk cenderung kurang proporsional bila dibanding 

dengan jumlah penduduk wilayah DIY, sehingga diwaktu mendatang 

diperlukan adanya usaha-usaha pengelolaan pertumbuhan perkotaan 

Yogyakarta. 

Perkotaan Yogyakarta, secara fungsional merupakan salah satu 

simpul utama yang mempunyai wilayah pelayanan melebar sampai 

dengan Jawa Tengah bagian selatan (Koridor Selatan). Hal ini ditunjang 

dengan posisi strategis simpul Yogyakarta serta keberadaan prasarana 

dan fasilitas yang ada di wilayah DIY dan perkotaan Yogyakarta. 

Prasarana dan fasilitas tersebut antara lain berupa sistem transportasi 

jalan, kereta api, bandar udara, fasilitas pendidikan, rumah sakit, fasilitas 

penunjang perekonomian/perdagangan, dan sebagainya. Di samping itu 

juga ditunjang dengan mudahnya akses masuk maupun ke luar dari 

Yogyakarta. 
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Dalam pola pemanfaatan lahan, hal menonjol pada saat ini adalah 

adanya perubahan penggunaan lahan. Wilayah yang mengalami tekanan 

cukup besar terhadap persawahan hingga berubah menjadi 

perkampungan adalah Kabupaten Sleman, diikuti Kabupaten Bantul dan 

Kabupaten Gunungkidul.   

5.   Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Sampai dengan saat ini Pemerintah Propinsi DIY telah 

menyiapkan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

pada dasarnya juga ditujukan untuk mewujudkan peran partisipatif 

pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab semua pihak.  

Keperdulian terhadap keberlanjutan pembangunan diwujudkan 

dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Agenda 21, 

di antaranya adalah Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable 

Tourism Development) yang merupa-kan program Agenda 21 Sektoral 

bidang Pariwisata di DIY.  

Beberapa kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang telah 

dilaksanakan di antaranya adalah Program Kali Bersih (Prokasi), 

Program Langit Biru, dan sebagainya.  

6.  Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan 

 a.  Pertanian 

Data luas panen tanaman pangan dan hortikultura (2002) pada Tabel 

4.2: 
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 No. Jenis Tanaman Luas (Ha) 

1 Padi Sawah Maupun Padi Gogo 134.848  

2 Kedelai  42.937  

3 Ubi Kayu   59.182  

4 Kacang Tanah  61.713  

5 Jagung  62.309  

6 Buah-Buahan  23.038  

7 Ubi Jalar  741  

8 Sorghum  1.682  

9 Kacang Hijau  752  

10 Sayuran  13.190  
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Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah 

menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta 

Area of Wetland and Dryland by Regency/City in D.I. Yogyakarta 

Province(hektar/hectares) 

1997 – 2004 

Kabupaten/Kota 

Regency/City 

Luas Lahan/Land Area Jumlah/ 

Total Sawah/ 

Wetland 

Bukan 

Sawah/ 

Dryland 

1.Kulonprogo 10,867 47,760 58,627 

2.Bantul 16,079 34,606 50,685 

3.Gunungkidul 7,727 140,809 148,536 

4.Sleman 23,255 34,227 57,482 

5.Yogyakarta 122 3,128 3,250 

    Propinsi DIY/ 

    DIY Provinci  
58,050  260.530  318.580  

2003  58,210  260,370  318,580  

2002  58,367  260,213  318,580  

2001  58,608  259,972  318,580  

2000  58,858  259,722  318,580  

1999  59,742  258,838  318,580  

1998  59,792  258,788  318,580  

1997  60,110  258,470  318,580  

Sumber : Daftar SP.V.A Dinas Pertanian Kab/Kota Propinsi 

D.I.Yogyakarta 

Source  : Agriculture Survey-V.A.Regency/City of Agriculture 

Office D.I. Yogyakarta Province 

(Tabel 4.3 Luas Sawah dan Bukan Sawah Pemerintah Provinsi DIY) 
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b.   Kehutanan dan Perkebunan 

 Hutan di Propinsi DIY adalah terdiri dari Hutan Negara seluas 

17.064,364 hektar (5,36 %) dari luas wilayah DIY.  ( Tabel 4.4 ) 

 

 

 

 

 

S

e 

 

 

 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi, 

paradigma pembangunan kehutanan di Propinsi DIY adalah domestic 

resources based (community and resource based development), yaitu: 

(1)    Menetapkan sumberdaya hutan dalam tiga sisi manfaat yang 

seimbang yakni   ekonomi, ekologi dan sosial; dan  

(2)     Memfasilitasi dan mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan dengan memberi peluang yang luas kepada lembaga 

usaha masyarakat kecil dan menengah. yang berbasis hutan dalam 

menuju pengelolaan hutan yang lestari, demokratis dan 

berkeadilan.  

No Jenis Hutan Luas (Ha) 

    

1 Hutan Negara   17.064,364 

  a. Hutan Lindung  3791,30   

  b. Hutan Produksi  12888,10   

  c.Hutan konservasi  465,02   

2 Hutan rakyat  aktual     34.494 

3 Potensial   104.634 



45 
 

Pembangunan usaha perkebunan rakyat dilakukan dengan cara 

memfasilitasi dan mendorong berkembangnya agribisnis 

perkebunan yang berdaya saing, melalui pemberdayaan di hulu 

dan memperkuat di hilir. 

c.   Perikanan dan Kelautan 

Secara umum pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan belum 

optimal. Pada tahun 2001, pemanfaatan potensi baru 9.0 % yaitu 

dengan tercapainya produksi ikan konsumsi sebesar 6.618,6 ton/ekor 

atau menurun 3.62 % dari produksi tahun 2000 sebesar 6.935,30 

ton/ekor.  

Tingkat pemanfaatan potensi produksi dan lahan masih relatif 

rendah (24.47 %), sehingga kemungkinan pengembangannya untuk 

peningkatan produksi perikanan masih cukup besar. Sebagai penunjang 

dari kegiatan budidaya ikan baik laut, payau maupun tawar adalah 

ketersediaan benih ikan dalam jumlah, mutu, waktu dan ukuran yang 

memadai.  

Jumlah nelayan meningkat sebanyak 21,19 %. Armada perikanan 

naik sebanyak 55,70 %. Kegiatan penangkapan ikan ini masih 

didominasi oleh penangkapan ikan pantai sehinggga ikan lepas pantai 

dan samudera belum tergarap.   

Produksi ikan konsumsi menurun rata-rata 2,41 % per tahun, 

produksi benih ikan/udang meningkat 56,72 % per tahun, ikan hias 

53,31 % per tahun. Konsumsi ikan rata-rata selama 5 tahun mengalami 

kenaikan sebesar 0,84 % per tahun. 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut 

untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumbangan 

bagi pemerintah daerah yang selama ini dinilai cukup memberikan kontribusi 

adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi, 

efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah. 

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini data 

yang didapat adalah data Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah 

yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2004 sampai 

dengan tahun anggaran 2008, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan 

Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah Istimewa 

Yogyakarta selama tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008 serta biaya 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008. 

A. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta telah berupaya semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan kegiatan pemungutan PAD dengan tetap berlandaskan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

46
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Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, 

Pendapatan Asli Daerah juga berperan dalam pembiayaan pembangunan 

daerah. Dengan melihat besarnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, 

dapat diketahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap 

pendapatan daerah. Adapun rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 

 

Kontribusi PAD = %100
Daerah Pendapatan
PAD Realisasi

×  

 

Tabel 5.1 

Peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun Anggaran 2004-2008 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Pendapatan Daerah 

(Rp) 

Kontribusi (%) 

2004 347.393.879.443 645.607.351.382 53,80 

2005 401.912.337.894 699.579.306.215 57,45 

2006 436.497.274.576 881.160.029.574 49,53 

2007 480.181.759.200 967.870.747.520 49,61 

2008 632.872.311.670 1.258.609.946.423 50,28 

Rata-rata   52,13 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY 

Dari table 5.1 di atas dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap 

Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar. Pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan 
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yang cukup besar pada tahun anggaran 2008 yakni sebesar 

Rp152.690.552.470,00  senada dengan PAD, pendapatan daerah juga 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selama tahun anggaran 2004 sampai 

dengan tahun anggaran 2008, kontribusi PAD berkisar antara 49,53% sampai 

57,45%. 

a. Pada tahun anggaran 2004 PAD memberikan kontribusi sebesar 53,80% 

terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan 

sebesar 3,65% sehingga kontribusi PAD pada tahun 2005 meningkat dari 

53,80% menjadi 57,45% sejalan dengan peningkatan realisasi PAD. 

b. Peningkatan jumlah pendapatan daerah dan realisasi PAD pun terjadi pada 

tahun anggaran 2005. Hal ini menyebabkan meningkatnya kontribusi yang 

dapat diberikan oleh PAD, dan pada tahun anggaran 2005 ini merupakan 

kontribusi PAD yang terbesar selama 5 tahun yakni sebesar 57,45%. 

c. Keadaan berbeda terjadi pada tahun anggaran 2006, dimana pada tahun 

anggaran ini pendapatan daerah dan juga realisasi PAD mengalami kenaikan 

namun kontribusi PAD malah mengalami penurunan atau lebih kecil dari 

tahun anggaran sebelumnya. Kontribusi PAD mengalami penurunan sebesar 

7,92% yakni dari 57,45% menjadi 49,53% dan ini merupakan kontribusi 

PAD yang terkecil selama 5 tahun. 

d. Pada tahun anggaran 2007 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya realisasi PAD sebesar Rp43.684.484.624,00 dan diikuti 

dengan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan sebesar 

Rp86.710.717.946,00 sehingga kontribusi PAD juga sedikit meningkat 
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sebesar 0,08% yakni pada tahun anggaran sebelumnya 49,53% meningkat 

menjadi 49,61%. Keadaan serupa terjadi pula pada tahun anggaran 2008, 

dimana kontribusi PAD mengalami peningkatan sebesar 0,67% yakni dari 

49,61% menjadi 50,28%. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah 

mengalami peningkatan sebesar Rp290.739.198.903,00 dan realisasi  PAD 

pun meningkat sebesar Rp152.690.552.470,00.   

e. Rata-rata kontribusi yang diberikan PAD terhadap pendapatan daerah pada 

tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 adalah sebesar 

52,13%. Dengan demikian PAD yang di pungut di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai kontribusi yang tergolong cukup besar 

terhadap pendapatan daerah. 

 

B. Analisis Efektivitas dan Efisisensi PAD Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

1) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan PAD 

pada suatu daerah digunakan asumsi sebagai berikut : 

a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli 

Daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut 
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(target Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah semakin efektif. 

b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli 

Daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target 

Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah kurang efektif. 

 

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya 

dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 

100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah 

yang semakin baik. (Mardiasmo, 2002: 129). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Efektivitas =    %100
PADTarget 

PAD Penerimaan Realisasi
×  

Tabel 5.2 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Tahun Anggaran 2004-2008 

 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Target PAD 

(Rp) 

Efektivitas

(%) 

Keterangan 

2004 347.393.879.443 303.353.566.475 114,52 Efektif 

2005 401.912.337.894 373.889.939.911 107,49 Efektif 

2006 436.497.274.576 368.522.643.044 118,45 Efektif 

2007 480.181.759.200 420.568.426.068 114,17 Efektif 

2008 632.872.311.670 547.887.175.315 115,51 Efektif 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY 
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Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa efektivitas selama 5 

tahun yang diteliti yaitu dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 

anggaran 2008 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100%, hal ini 

disebabkan karena realisasi PAD lebih besar dibandingkan target yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 

artinya kemampuan daerah Provinsi DIY dalam menjalankan tugas sudah 

tergolong efektif. Walaupun pada tahun 2005 dan 2007 mengalami 

penurunan, namun tidak sampai dibawah 100%. Efektivitas pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari komponen-komponen Pendapatan 

Asli Daerah yang direalisasikan sesuai atau bahkan melebihi target yang 

telah ditentukan. Tingkat efektivitas sebesar 114,52% pada tahun anggaran 

2004 mempunyai arti yakni dari target yang ditentukan yaitu sebesar 

Rp303.353.566.475,00 dapat tercapai melebihi target yang telah ditentukan 

yaitu sebesar Rp347.393.879.443,00 atau sebesar 114,52% dari target yang 

telah ditetapkan. Rasio 114,52% ini sendiri mempunyai arti, dari target yang 

ingin dicapai sebesar Rp 1,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1,14,-. 

a. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2004 dapat mencapai target 

yang telah di tetapkan. Dari target PAD sebesar Rp303.353.566.475,00 

dapat direalisasikan sebesar Rp347.393.879.443,00 atau 114,53% 

sehingga terdapat selisih sebesar Rp44.040.312.968,00. Pada tahun 

anggaran 2004 ini rasio efektivitas tergolong efektif karena rasionya di 

atas 100%. 
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b. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2005 dapat mencapai target 

yang telah ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp373.889.939.911,00 

dapat direalisasikan sebesar Rp401.912.337.894,00 atau 107,49%. 

Walaupun pada tahun anggaran 2005 ini rasio efektivitasnya cenderung 

mengalami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya (tahun 2004), 

yakni dari 114,52% menjadi 107,49% namun rasionya masih tetap 

tergolong efektif karena lebih dari 100%. 

c. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2006 dapat mencapai target 

yang telah ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp368.522.643.044,00 

dapat direalisasikan sebesar Rp436.497.274.576,00 atau 118,45%. Pada 

tahun ini rasio efektivitas PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah sebesar 118,45% menunjukkan tingkat kemampuan efektivitas 

yang baik, dimana pada tahun ini efektivitasnya semakin meningkat yaitu 

dari 107,49% pada tahun 2005 menjadi 118,45% pada tahun 2006 atau 

mengalami peningkatan sebesar 10,96%. Pada tahun anggaran 2006 rasio 

efektivitas sebesar 118,45% merupakan rasio efektivitas tertinggi 

dibandingkan dari empat tahun lainnya, hal ini juga disebabkan karena 

selisih lebihnya yang cukup besar yaitu sebesar Rp69.974.631.532,00. 

d. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2007 juga dapat mencapai 

target yang telah ditetapkan. Dari target PAD yang telah ditetapkan 

sebesar Rp420.568.426.068,00 dapat direalisasikan sebesar 

Rp480.181.759.200,00 atau 114,17%. Pada tahun anggaran 2007 rasio 

efektivitas mengalami penurunan sebesar 4,28%, yakni pada tahun 2006 
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sebesar 118,45%  turun menjadi 114,17% pada tahun 2007. Namun rasio 

efektivitasnya masih tergolong efektif karena lebih dari 100%. 

e. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2008 tetap dapat mencapai 

target yang telah ditetapkan. Dari target PAD tahun ini sebesar 

Rp547.887.175.315,00 dapat direalisasikan sebesar 115,51% sehingga 

terdapat kelebihan sebesar Rp84.985.136.355,00. Rasio efektivitas pada 

tahun anggaran 2008 ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,34% 

yaitu dari tahun 2007 sebesar 114,17% meningkat menjadi 115,51% pada 

tahun 2008. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Provinsi 

DIY dari 5 tahun anggaran yang diteliti ini, yakni tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2008 semakin baik dalam merealisasikan PAD, berarti 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam merealisasikan PAD bisa terwujud dengan baik. 

  

2) Efisiensi Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 

Efisiensi biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah dilakukan 

dengan cara membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi PAD 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kriteria efisiensi yang dipakai 

adalah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DIY No.8 tahun 2005 Bab 

XXI Pasal 32, yakni sebesar 5% dari realisasi PAD. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek Pendapatan Asli Daerah, penentuan 
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besarnya pungutan yang terutang sampai kegiatan penagihan serta 

pengawasan penyetorannya. 

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat 

pelaksana pemungutan dalam rangka kegiatan pemungutan. 

Dari hasil perhitungan rasio tingkat efisiensi tersebut dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a) Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio sebesar 5% 

dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD efisien. 

b) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio yakni sebesar 5% 

dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang 

efisien. 

Untuk melihat efisiensi Biaya Pemungutan PAD dapat ditunjukkan 

melalui rumus: 

Efisiensi =    %100
PADRealisasi

PAD Pemungutan Biaya
×  

Tabel 5.3 

Biaya Pemungutan dan Realisasi PAD Provinsi DIY 

Tahun Anggaran 2004-2008 

 

Tahun 
Anggaran 

Biaya Pemungutan PAD 
(Rp) 

Realisasi PAD 
(Rp) 

Rasio 
Efisiensi 

Keterangan 

2004 16.466.470.920 347.393.879.443 4,74 % Efisien 

2005 19.693.704.550 401.912.337.894 4,90 % Efisien 

2006 20.285.292.170 436.497.274.576 4,64 % Efisien 

2007 22.683.542.484 480.181.759.200 4,72 % Efisien 

2008 28.605.828.487 632.872.311.670 4.52 % Efisien 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DIY.  
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Tabel 5.3 diatas menunjukkan biaya pemungutan PAD pemerintah 

Provinsi DIY yang sudah cukup baik, karena rasio efisiensinya hanya 

berkisar antara 4,90% sampai dengan 4,52%. Artinya rasio efisiensi sebesar 

4,90% adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DIY 

pada tahun anggaran 2005 untuk menghasilkan realisasi PAD sebesar 

Rp347.393.879.443,00 adalah sebesar 4,90% atau Rp19.693.704.550,00 dari 

realisasi PAD yang didapat. Rasio sebesar 4,90% mempunyai arti, untuk 

mendapatkan realisasi PAD sebesar Rp 1,- biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp 0.049,-. 

Terlihat jelas bahwa rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya semakin tidak mendekati 100%. Hal 

ini berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus 

dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah.  

Rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan efisiensi yang 

menunjukkan tingkat efisiensi semakin tahun semakin baik. Walaupun pada 

tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2007 rasio efisiensi sempat 

mengalami peningkatan, namun pada tahun anggaran berikutnya nilai rasio 

efisiensi kembali mengalami penurunan hingga 4,52% pada tahun anggaran 

2008.  

Selama lima tahun anggaran ( tahun 2004-2008 ) biaya pemungutan 

Pendapatan Asli Daerah yang harus dikeluarkan memang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut tidak 
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mempengaruhi tingkat efisiensi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah 

juga meningkat setiap tahunnya. 

Pada tahun 2005 rasio efisiensi sebesar 4,90%. Pada tahun ini biaya 

pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dikeluarkan adalah  sebesar 

Rp19.693.704.550,00 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang 

diterima pemerintah adalah sebesar Rp401.912.337.894,00. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah selama 

tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 berkisar antara 

49,53% sampai dengan 57,45% dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,13%. 

Tahun 2004 kontribusinya sebesar 53,80%, tahun 2005 sebesar 57,45%, 

tahun 2006 sebesar 49,53%, tahun 2007 sebesar 49,61%, dan tahun 2008 

sebesar 50,28%. Setiap tahun kontribusi Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

DIY cenderung mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak 

terlalu besar dan pada tahun 2006 sempat mengalami penurunan sebesar 

7,92% karena pada saat itu terjadi gempa bumi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta namun pada tahun berikutnya kontribusi PAD kembali 

mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

telah berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan sebaik 

mungkin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. 

2. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun yang diteliti yaitu 

dari tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 tingkat 

efektivitasnya sudah melampaui 100%, hal ini disebabkan karena realisasi 
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Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan target yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini 

berarti kemampuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

menjalankan tugas sudah tergolong efektif. Pada tahun 2004 tingkat 

efektivitasnya sebesar 114,52%, tahun 2005 sebesar 107,49%, tahun 2006 

sebesar 118,45%, tahun 2007 sebesar 114,17%, dan tahun 2008 tingkat 

efektivitasnya sebesar 115,51%. Setiap tahunnya target Pendapatan Asli 

Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasikan sesuai dengan yang telah 

ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah 

yang diterima dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. 

3. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY pada tahun 2004 

sebesar 4,74%, tahun 2005 sebesar 4,90%, tahun 2006 sebesar 4,64%, tahun 

2007 sebesar 4,72%, dan tahun 2008 rasio efisiensinya sebesar 4,52%. Hal 

ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY 

dari tahun ke tahun semakin efisien karena rasio efisiensinya dibawah 5%. 

Walaupun setiap tahunnya biaya pemungutan mengalami peningkatan, 

namun peningkatan tersebut tidak mempengaruhi tingkat efisiensi karena 

realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima setiap tahunnya juga 

mengalami peningkatan. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Untuk mengetahui batasan tingkat efektivitas, penulis hanya dapat 

menarik kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli mengenai tingkat 
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efektivitas dan efisiensi. Bila kontribusi yang diberikan (realisasi) terhadap 

sasaran (target) meningkat maka dapat dikatakan efektif, dan apabila realisasi 

pendapatan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan 

maka dapat dikatakan efisien. 

  

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain: 

1. Untuk meningkatkan kontribusi PAD diharapkan dapat lebih 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi. 

Untuk dapat meningkatkan efektivitas PAD diharapkan pemerintah dapat 

lebih meningkatkan pengawasan agar realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah dapat disesuaikan bahkan dapat lebih melebihi dari target yang telah 

ditetapkan. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi PAD sebaiknya 

Pemerintah Provinsi DIY dapat lebih menunjukkan biaya pemungutan PAD 

secara lebih spesifik, yaitu dengna cara memberi penjelasan mengenai 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah 

sehingga tidak menyulitkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian 

mengenai efisiensi keuangan daerah. Pemerintah juga sebaiknya lebih dapat 

menetapkan standar efektivitas yang jelas untuk performa kinerja yang lebih 

baik di masa yang akan datang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama, sebaiknya 

menambah jumlah tahun penelitian dan menggunakan analisis least square 

untuk dapat mengetahui perkembangkan efektivitas dan efisiensi tiap 

tahunnya. 
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